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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF BALANCED FUNDS, OPERATIONS,
AND CAPITAL EXPENDITURES ON FINANCIAL PERFORMANCE
EFFICIENCY OF REGENCY/CITY GOVERNMENTS IN INDONESIA

By

NIKE MITAWELLYSA

This This research was conducted with the aim of testing the effect of balancing
funds, operating expenditures, and capital expenditures on the efficiency of local
government financial performance. The population in this study are districts/cities
in Indonesia. The number of research samples is 165 samples obtained using
multistage sampling methods. The data source is obtained from the financial
reports of district/city goverments in Indonesia in 2019. The data analysis method
used is multiple linear regression analysis with the SPSS 26 software application.
Based on the results of multiple linear regression tests, the first hypothesis states
that balancing funds have a negative effect on the efficiency of financial
performance. The second hypothesis of operating expenditure does not affect the
efficiency of local government financial performance, the third hypothesis of
capital expenditure has a negative effect on the efficiency of local government
financial performance.

Keywords: Balancing Fund, Operational Expenditure, Capital Expenditure,
and Regional Government Financial Performance Efficiency.



ABSTRASK

ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA OPERASI,
DAN BELANJA MODAL TERHADAP EFISIENSI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Oleh

NIKE MITAWELLYSA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh dana perimbangan,
belanja operasi, dan belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah
daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah
sampel penelitian adalah 165 sampel yang diperoleh menggunakan metode
multistage sampling. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan pemerintah
daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2019. Metode analisis data yang
digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan aplikasi software SPSS
26. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda hipotesis pertama menyatakan
bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja keuangan
pemerintah daerah, hipotesis kedua belanja operasi tidak berpengaruh terhadap
efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, hipotesis ketiga belanja modal
berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan
Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
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l. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Setiap daerah di Indonesia memiliki entitas pemerintahan yang terdiri dari
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Entitas pemerintahan ini
bertujuan untuk melayani serta mensejahterakan masyarakat dan tidak
bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun begitu, entitas
pemerintahan  memerlukan lembaga ekonomi untuk  mengatur
perekonomian pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan pemerintah dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat.
Maka dari itu di setiap entitas pemerintahan tentu memiliki laporan
keuangan pemerintah derah (LKPD) yang telah disusun oleh lembaga
ekonomi pemerintah sebagai laporan keuangan mengenai penerimaan serta
pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode yang
bersangkutan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan
bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat
dan masyarakat. Sehingga dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) berisikan sumber pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah. Salah satu sumber pendapatan yang diperoleh oleh
Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Transfer Dana Perimbangan. Dana

perimbangan merupakan dana bantuan yang ditransfer oleh pemerintah



pusat kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Tujuan
pemberian bantuan Dana Perimbangan untuk mengatasi kesenjangan
fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah, serta kebutuhan
khusus yang mendesak. Sedangkan biaya yang dikeluarkan Pemerintah

Daerah biasa disebut dengan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bab 1 pasal 1 no 13 menjelaskan
bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. Artinya bahwa seluruh pengeluaran yang dikeluarkan
oleh pemerintah daerah akan dilaporkan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sebagai Belanja Daerah dikarenakan belanja daerah
merupakan salah satu komponen penting bagi publik. Belanja daerah yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
sehari hari dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat serta sebagai
bentuk investasi. Belanja daerah ini juga digolongkan kedalam jenis
pengeluran yang dilakukakan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja
operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan belanja daerah yang
biasanya dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam
keseharian. Untuk menganalisis besarnya belanja operasi dapat digunakan
rumus rasio belanja operasi sedangkan belanja modal biasanya digunakan
sebagai bentuk investasi. Untuk menganalisi besarnya belanja modal dapat
digunakan rumus rasio belanja modal. Dalam pengalokasian belanja

daerah terdapat ketentuan dimana anggaran belanja merupakan batas



maksimum pengeluaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
Jika Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran melebihi anggaran maka
kinerja belanja pemerintah daerah tersebut dinilai tidak baik. Meskipun
demikian selisih antara anggaran dan belanja daerah yang signifikan dapat
memberikan kemungkinan bahwa terjadi inefisiensi anggaran atau
kelemahan anggaran sehingga estimasi anggaran yang diterapkan tidak
terrealisasikan dengan baik. Oleh karena itu Belanja Daerah yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kebutuhan daerah
yang telah dianggarkan. Dimana pemerintah daerah disarankan untuk
menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan maupun pengeluaran-
pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Sehingga mampu mencapai efisiensi

kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan
tingkat keberhasilan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah
daerah terdapat dalam laporan keuangan neraca, laporan operasional,
laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) merupakan salah satu laporan pertanggung jawaban
pemerintah daerah yang utama dikarenakan anggaran dalam pemerintahan
merupakan dasar dalam penyelenggaran pemerintahan (Sinambela &
Pohan, 2016). Maka dari itu, untuk mengetahui Kkinerja keuangan
pemerintah daerah dilakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah.
Salah satu indikator dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah

ialah efisiensi.



Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (output) yang
dihasilkan dalam suatu kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input)
yang digunakan (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Hal ini harus dicapai
dengan mengurangi jumlah input yang dikonsumsi untuk menghasilkan
tingkat output (Ferreira & Marques, 2014). Pengertian efisiensi saling
berhubungan dengan konsep produktivitas. Dimana pengukuran efisiensi
dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang
dihasilkan terhadap input yang digunakan (Halim & Kusufi, 2017).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kami mencatat
adanya kelemahan pengelolaan anggaran dari sisi inefisiensi dimana
belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berada
dalam persentase tinggi yaitu 36%, biaya belanja yang sifatnya bukan
belanja investasi seperti, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas sekitar
13,4% serta belanja jasa kantor mencapai 17,5%. Sehingga kurang lebih
70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya digunakan untuk

keseharian saja (www.kemenkeu.go.id akses: 15 Oktober 2020).

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan
pemerintah daerah masih memberikan hasil yang berbeda beda. Berkaitan
dengan dana perimbangan, penelitian yang dilakukan oleh Yasin et al.,
(2017) menemukan bahwa dana perimbangan signifikan dengan arah
positif terhadap Kinerja keuangan. Sedangkan Yunita & Rasmini, (2018)
menemukan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Astiti & Mimba,

(2016) tentang pengaruh belanja operasi terhadap kinerja keuangan



pemerintah daerah menemukan bahwa belanja rutin tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Saputri, (2020) menemukan
bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah. Wahyuni & Ardini, (2018) menemukan bahwa belanja
pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan
daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa et al., (2016) tentang
belanja modal menemukan bahwa secara parsial belanja berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten dan kota di provinsi
Aceh. Aminah et al., (2019) menemukan bahwa belanja modal memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah. Yuliansyah et al., (2020) menemukan bahwa belanja modal secara
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
Astiti & Mimba, (2016) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh

terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan,
Belanja Operasi, dan Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap efisiensi kinerja

keuangan Pemerintah Daerah ?



2. Apakah belanja operasi berpengaruh terhadap efisiensi Kkinerja
keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap efisiensi kinerja

keuangan Pemerintah Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan

dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap efisiensi kinerja
keuangan Pemerintah Daerah.

2. Mengetahui pengaruh belanja operasi terhadap efisiensi Kkinerja
keuangan Pemerintah Daerah.

3. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap efisiensi Kkinerja

keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini merupakan salah satu sarana bagi peneliti dalam
mendapatkan pengetahuan serta wawasan dalam
mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan
serta sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi dalam meraih gelar

sarjana.



2. Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi
dan referensi bagi peneliti lain yang akan menyelesaikan penelitiannya
dengan bahasan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

3. Bagi Pemerintahan Daerah
Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran bagi
pemerintah daerah dalam menganalisis dan menilai bagian-bagian
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk melihat

tingkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang sudah dijalankan.



1. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Teori Agensi
Menurut Jansen and Meckling dalam Zelmiyanti, (2016) hubungan
keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen,
dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan
keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki
tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik
(principal) sedangkan disisi lain dia juga memiliki kepentingan
memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Teori agensi merupakan
salah satu teori yang dapat diterapkan pada sektor publik (Zelmiyanti,
2016). Teori ini berperinsip bahwa adanya hubungan kerja antara
pihak yang memberi wewenang (principal) dengan pihak yang
menerima wewenang (agent), dalam bentuk kontrak kerjasama,
dimana pengaplikasian dari teori ini dapat menimbulkan perilaku
efisiensi ataukah perilaku opurtunistik bagi pihak agent (Andrean &
Sari, 2020). Agent (pemerintah) memiliki tanggung jawab untuk
meningkatkan keuntungan principal serta kebutuhan ekonominya

sendiri sehingga sering terjadi konflik antar keduanya dimana



pemerintah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih oleh
masyarakat tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
Hubungan teori keagenan ini adalah pemerintah sebagai agen harus
menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat sebagai prinsipal (Thalib & Ekaningtias,
2019). Oleh karena itu dibutuhkannya pengawasan untuk memastikan
bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan
dan ketentuan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Pengawasan
tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan
hasil berupa opini, temuan audit, serta kesimpulan yang berupa

rekomendasi.

. Teori Stewardship

Teori stewardship disebut juga sebagai teori pengelolaan. Teori
stewardship merupakan teori yang menjelaskan mengenai situasi
dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi, melainkan
lebih mementingkan kepentingan principal sehingga manajer akan
bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan keputusan bersama.
Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara
kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Teori ini dapat
diterapkan dalam organisasi sektor publik seperti pemerintahan dan
organisasi nonprofit lainnya. Dimana organisasi sektor publik
diharuskan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan
antara stewards dengan principals. Dalam penerapannya, teori

stewardship dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai
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suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai
kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara
tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan ekonomi,
pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai

secara maksimal (Sudaryo et al., 2017).

Pemerintahan Daerah

Pemerintah merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan
kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik
secara bersama-sama dalam menopang tanggung jawab yang terbatas
dalam pengunaan kekuasaan (Halim dan Kusufi, 2014). Secara umum,
pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan
dalam membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang dalam
wilayah tertentu. Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat adalah presiden RI yang
memegang kekuasaaan Pemerintahan negara sebagaimana dimaksut
dalam UUD 1945. Pemerintahan pusat meliputi lembaga tinggi negara
yang ada di Indonesia (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Pemerintah
daerah merupakan pemerintahan yang berada di bawah naungan
pemerintah pusat. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan
pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip NKRI (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
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Daerah, Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan

perangkat derah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemerintah daerah juga
bertanggang jawab atas pelaporan penerimaan pendapatan daerah serta
pengeluaran daerahnya. Penerimaan dan pengeluaran tersebut akan di
laporkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan
keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan
tersebut (1) andal, (2) relevan, (3) dapat dipahami, (4) dapat
dibandingkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas
menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan
wewenang yang dipercayakan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung
jawab mengelola pemerintahan daerah (Maydiyanti et al., 2020). Maka
dari itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus di susun dengan
sebaik mungkin sehingga gambaran mengenai daerah yang

bersangkutan akan terlihat baik pula.

Dana Perimbangan

Salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang
merata di seluruh wilayah yaitu dengan memberikan bantuan keuangan
dengan tujuan menciptakan keseimbangan antar pemerintah pusat dan
pemerintah daerah serta untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Dalam

mengatasi kesenjangan fiskal, Pemerintah Pusat memberikan bantuan
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keuangan yang di transfer kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah. Kabupaten yang dianggap tertinggal secara ekonomi juga
diberikan transfer pemerintah (Delewa, 2016). Transfer bantuan
keuangan tersebut merupakan dana perimbangan. Dana Perimbangan
merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk
mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin

baik.

Secara umum Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang
bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber
Dana Perimbangan tidak bisa dipisahkan dikarenakan Dana Bagi Hasil
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) memiliki pengalokasiannya masing-masing. Dana perimbangan
ditujukan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya,
serta mengurangi ketidakselarasan sumber pendanaan pemerintah antar
Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi ketidakselarasan pendanaan

pemerintah antar-Daerah (Amin, 2019).

Belanja Operasi
PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
menjelaskan bahwa belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran

untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi



13

manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja
pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. PP
nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
menjelaskan bahwa Belanja Operasi merupakan pengeluaran
pemerintah yang di anggarkan untuk keperluan sehari-hari dengan
masa manfaat jangka pendek. Belanja operasi memiliki peran penting
dalam mencapai kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta
peningkatan efisiensi dan produktivitas (Yasin et al., 2017). Belanja
Operasi digambarkan dengan rasio Belanja Operasi. Dimana rasio
belanja operasi akan membantu memberikan informasi mengenai

besarnya belanja daerah yang dialokasikan kedalam belanja operasi.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan jenis pengeluaran yang dilakukan oleh
pemerintah dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang
memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintahan (The Ministry of Finance of The Republic of
Indonesia, 2017). PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan
keuangan daerah menjelaskan bahwa belanja modal merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal
dapat berupa belanja daerah seperti pembelian tanah, gedung ataupun
gudang, peralatan serta aset tak berwujud. Di Indonesia, belanja modal
disajikan dalam LRA yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja

modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan konstruksi,
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belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap
lainnya, serta belanja modal aset lainnya (Dalimunthe & Patrisia,
2019). Keputusan pemerintah dalam mengalokasikan dana sebagai
belanja modal yaitu membiayai kegiatan dengan tujuan memenuhi
kebutuhan masyarakat menandakan bahwa pemerintah telah mengelola
keuangan daerah dengan baik (Astiti & Mimba, 2016). Semakin tinggi
belanja modal suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi
terhadap kinerja keuangan di suatu daerah (Jannah, 2019). Belanja
modal digambarkan dengan rasio belanja modal. Dimana rasio belanja
modal membantu memberikan informasi mengenai seberapa besar

belanja daerah yang dialokasikan kedalam belanja modal.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja
merupakan keluaran atau hasil dari program maupun kegiatan yang
akan atau telah tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
berdasarkan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kinerja keuangan
merupakan salah satu sarana untuk mengetahui pencapaian yang telah
didapat dalam suatu periode tertentu. Kinerja keuangan juga
merupakan tolak ukur mengenai Kkinerja berdasarkan indikator
keuangan. Pada dasarnya, kinerja keuangan dilakukan untuk menilai
kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga
diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-

potensi kinerja yang berkelanjutan (Sudaryo et al., 2017). Kinerja
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keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu
hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan
belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan
melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undnagan selama
satu periode anggaran. Menurut Delewa, (2016) kinerja keuangan
pemerintah daerah merupakan semua manfaat, finansial serta kegiatan-
kegiatan yang dinikmati masyarakat sebagai hasil implementasi dan
tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola tugasnya dengan
baik. Pemerintahan tentu memiliki laporan keuangan neraca, laporan
operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas setiap
tahunnya sebagai bentuk pertanggung jawaban. Laporan Keuangan
tersebut dapat memberikan gambaran mengenai Kkinerja keuangan
pemerintah daerah. Tiga tujuan yang dapat dicapai berdasarkan
pengukuran kinerja keuangan pemerintah antara lain, meningkatkan
kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan
pengambilan keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik dan

meningkatkan komunikasi kelembagaan (Yuliansyah et al., 2020).

Pada dasarnya, penilaian Kkinerja sektor publik dapat dilihat
menggunakan Value For Money. Penilaian tersebut meliputi tiga
komponen utama Yyaitu pengukuran ekonomis, efisiensi, dan
efektivitas. Dari ketiga komponen tersebut, efisiensi merupakan
komponen yang digunakan sebagai pengukuran kinerja (Andirfa et al.,
2016). Efisiensi merupakan gambaran antara output dan input atau

realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan pemerintah,
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dimana suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila telah mencapai
output yang maksimal dengan input yang serendah-rendahnya atau
dengan biaya minimum dapat mencapai hasil yang diinginkan
(Armaja, Ibrahim, R., 2015). Kinerja keuangan pemerintah daerah ini
merupakan hal penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal
sebagai peningkatan program selanjutnya dalam menghasilkan
pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas (Sari et al., 2016).
Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau
kurang dari apa yang direncanakan maka kinerja keuangan daerahnya

buruk (Sudaryo et al., 2017).

B. Peneliti Terdahulu
Peneliti terdahulu merupakan referensi dalam melakukan penelitian ini,
sehingga dalam penelitian ini terdapat berbagai teori yang dapat
digunakan. Berikut ini merupakan daftar penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai

berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Penelitian |Metode Analisis Hasil Penelitian
(Tahun)
1. | Akihiro Cost-efficiency of | Stochastic -The fiscal transfer
Otsuka, Mika | Japanese local Frontier ratio negatively
Goto, and goverments: Analysis (SFA) affected the cost-
Toshiyuki effects of efficiency of local
Sueyoshi decentralization governments.
(2014) and regional -The size of local
integration government, positively
influenced the degree
of cost-efficiency.
2. | Nuno Ferreira | Revisting the DEA -Any performance
da Cruz, Rui determinants of evaluation model to be
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Cunha
Marques
(2014)

local government
performance

applied to the local
governments of a given
country (eithen for
simple benchmarking
or policy making
purposes) must take
into account several
exogenous variables
(not controlled by
local executives) in
order to be robust.
This does not
necessarily mean,
nonetheless, that such
an evaluation model
would be desirable.
-For the portuguese
case, the results
strongly suggest that
increased economic
performance is
positively associated
with the education
level of the population,
the presence of right-
wing executives and
objectives other than
the simpel reelection,
and negatively
associated with
touristic activity, voter
turnout, aging index,
concentration and
purchasing power of
the population, larger
municipal areas and
historical net debt.

Paul
Onyango-
Delwa (2016)

Central
Government
Patronage,
Donor AID, and
Budget
Performance in
Local
Government:
Testing A
Mediation Effect

A mixed
methods design

-Both central
government patronage
and donor aid predict
budget performance.
-Autonomy does not
mediate the
interactions as initialy
hypothesized.

Maulia
Andirfa, Dr.
Hasan Basri,
M.Com, CA,
Dr. M.Shabri
A. Majid, SE.,
M.Ec (2016)

Pengaruh Belanja
Modal, Dana
Perimbangan dan
Pendapatan Asli
Daerah Terhadap
Kinerja
Keuangan
Kabupaten dan
Kota di Provinsi
Aceh

Analisis
Kuantitatif
dengan model
regresi
berganda.

-Belanja Modal, Dana
Perimbangan,
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) secara
simultan memiliki
pengaruh terhadap
kinerja keuangan
-Secara parsial Belanja
modal berpengaruh
positif terhadap kinerja
keuangan daerah dan
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Dana Perimbangan
berpengaruh negatif
terhadap kinerja
keuangan daerah.
-Pendapatan Asli
Daerah tidak
mempengaruhi Kinerja
keuangan daerah pada
Pemerintah Kabupaten
kota di Provinsi Aceh.

Desak Pengaruh Belanja | Parsial Least -Belanja Rutin tidak
Nyoman Rutin dan Belanja | Square (PLS) berpengaruh terhadap
Yulia Astiti, Modal Pada Kinerja Keuangan
Ni Putu Sri Kinerja Pemerintah Daerah.
Harta Mimba | Keuangan -Belanja modal
(2016) Pemerintah berpengaruh terhadap
Daerah Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah.
-Belanja Rutin dan
Belanja Daerah
mampu mempengaruhi
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah.
Muhammad Analisis Uji Statistik -PAD tidak signifikan
Yasin, Slamet | Pengaruh dengan arah hubungan
Riyadi, Struktur APBD negatif terhadap
Ibrahim Ingga | terhadap Kinerja Kinerja Keuangan.
(2017) Keuangan Daerah -PAD tidak signifikan

dan Pertumbuhan
Ekonomi di
Kabupaten dan
Kota se-Jawa
Timur

dengan arah hubungan
yang positif terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi.

-Dana Perimbangan
signifikan dengan arah
positif terhadap
Kinerja Keuangan.
-Dana Perimbanagn
tidak signifikan
dengan arah negatif
terhadap Pertumbuhan
Ekonomi.

-Belanja Rutin
signifikan dengan arah
positif terhadap kinerja
keuangan.

-Belanja Rutin tidak
signifikan dengan arah
negatif terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi.

-Belanja Pembangunan
tidak signifikan
dengan arah negatif
terhadap Kinerja
Keuangan.

-Belanja Pembangunan
signifikan dengan arah
positif terhadap
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Pertumbuhan
Ekonomi.

-Kinerja keuangan
signifikan dengan arah

positif terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi.

7. | Zhigang Financial Endogenous We find supporting
Chen, development and | Growth Model evidence that countries
Bingyang Lv, | the composition with higher financial
Yongzheng of government development tend to
Liu (2019) expenditure: have lower productive

Theory and expenditure. This result

Ccross-country is robust across

evidence alternative measures of
the key variables and
alternative estimations
with and without
correcting the potential
endogeneity issue of
financial development.

8. | FikriRizki The Effect of Purposive The variables of
Utama, Einde | Local Sampling legislative size had a
Evana, Rindu | Government Method. positive and significant
Rika Characteristics effect on the
Gamayuni on Performance performance of local
(2019) of Local government

Governtment administration while

Administration the level of regional
wealth, defendency
level to the central
government and
capital expenditure
contribution had no
significant effect on
theperformance of the
local government.

9. | Firmansyah The Effect of Saturated -LG revenue and
Thalib, Diah original LG Sampling balancing funds have a
Ekaningtias revenue, Method negative and
(2019) Balancing Fund, significant effect on

and Capital LG financial
expenditure on performance

LG financial -while capital
performance in expenditure has no
regencies in east effect on LG financial
Java Province performance.

10. | lsabel Explaining local | -Non- -Results show an
Narbon- governments cost | parametric asymmetry in the
Perpina, Ivan | efficiency: efficiency determinants of
Arribas, Controllable and | analysis performance since the
Maria Teresa | uncontrollable framework role played by some
Balaguer- factors -Accounting for | variables depends
Coll, Emili the external largely on the
Tortosa- environment conditional distribution

Ausina (2020)

when analysing
local
governments

of efficiency.
-Results are robust not
only because of the
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efficiency. instrumental variables
quantile regression
approach considered,
but also due to the
variety of models
specified to measure
municipalities
performance as well as
the diversity of
covariates.

Sumber: Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional Terdahulu

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis mengenai Dana Perimbangan, Belanja
Operasi, dan Belanja Modal terhadap efisiensi kinerja keuangan
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Dalam analisis ini kita akan
melihat bagaimana Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah dan
Belanja Operasi serta Belanja Modal yang di keluarkan pemerintah
berpengaruh terhadap Efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam
periode tertentu. Dimana besarnya dana perimbangan, belanja operasi, dan
belanja modal yang dimiliki pemerintah merupakan bagian dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan salah satu penentu
efisiensi  kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk itu perlu
dilakukannya analisis sehingga dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja
keuangannya. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dapat

digambarkan sebagai berikut ini :
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Variabel Independen

Dana Perimbangan

(X1) H, Variabel Dependen
Belanja Operasi H, Efisiensi Kinerja
(X2) Keuangan

Pemerintah Daerah

Belanja Modal (X3) |

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap efisiensi kinerja keuangan
Pemerintah Daerah.
Dana Perimbangan merupakan pendapatan transfer daerah yang
bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai tujuan pemeratan
pembangunan daerah. Adanya Pendapatan Dana Transfer ini
diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merealisasikan
pembangunan infrastruktur di daerahnya. Selain itu Dana Perimbangan
juga berfungsi dalam mengurangi ketidakselarasan sumber pendanaan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semakin besar Dana
Transfer yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin
besar dana yang dikelola pemerintah dalam membiayai kelebihan
belanja. Sumber keuangan yang bersifat eksternal ini diharapkan

mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam bentuk
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pertanggung jawaban pengeolaan keuangan. Semakin besar dana
perimbangan maka kinerja keuangan yang diukur berdasarkan rasio
efisiensi akan semakin tinggi. Rasio efisiensi yang tinggi
mengidentifikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang

buruk.

Penelitian yang dilakukan Otsuka et al., (2014) menemukan bahwa
transfer fiskal berpengaruh negatif terhadap efisiensi biaya, Andirfa et
al., (2016) menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif
terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Thalib dan Ekaningtias (2019)
dan Yuliansyah et al., (2020) juga menemukan bahwa Dana
Perimbangan secara negatif dan signifikan berpengaruh pada kinerja
keuangan pemda, Berdasarkan uraian mengenai Dana Perimbangan,

maka hipotesis yang di ajukan penulis yaitu :

H1 : Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Efisiensi

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Semakin efisien).

. Pengaruh belanja operasi terhadap efisiensi kinerja keuangan
Pemerintah Daerah.

Belanja operasi merupakan bagian dari belanja daerah dimana
pengalokasiannya di tujukan untuk belanja sehari-hari dalam jangka
pendek atau dengan masa manfaat kurang dari satu tahun. Besarnya
belanja operasi dapat dilihat dengan menggunakan rasio belanja

operasi. Tujuannya untuk melihat tingkat belanja operasi yang
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dialokasikan dalam belanja daerah. Sehingga nantinya diharapkan
dengan hasil rasio ini akan memperlihatkan pengaruh belanja operasi
terhadap efisiensi kinerja keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerahnya. Semakin besar belanja operasi yang dikeluarkan maka
akan menunjukkan adanya pemborosan dimana belanja operasi hanya
memiliki masa manfaat yang singkat dan tidak dapat digunakan secara
berulang. Hal ini akan mengakibatkan tingginya rasio efisiensi dimana
belanja lebih besar dari pada pendapatannya. Dengan menggunakan
pengukuran rasio efisiensi semakin tinggi nilai rasio efisiensi maka
kinerja keuangan pemerintah daerahnya kurang baik. Dalam hal ini,
pemerintah perlu mengurangi pengeluaran untuk keperluan sehari-hari
dalam upaya mencapai efisiensi (Chen et al., 2019). Maka dari itu
pemerintah daerah diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk
mampu mengelola belanja operasi dengan sebaik dan semaksimal
mungkin untuk menghindari terjadinya pemborosan sehingga kinerja
keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi menandakan kinerja yang

baik.

Yasin et al., (2017) menemukan bahwa belanja rutin berpengaruh
signifikan dengan arah positif terhadap kinerja keuangan. Risyad et al.,
(2018) menemukan bahwa belanja rutin berpengaruh terhadap kinerja
keuangan daerah. Berdasarkan uaraian mengenai belanja operasi, maka

hipotesis yang diajukan penulis yaitu :
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H2 : Belanja Operasi berpengaruh positif terhadap Efisiensi

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Semakin tidak efisien).

. Pengaruh belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan
Pemerintah Daerah.

Belanja modal merupakan pengalokasian belanja daerah yang
ditujukan untuk pembelian aset atau pembangunan infastruktur yang
manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang. Semakin
tinggi belanja modal menunjukkan adanya peningkatan investasi yang
dibuktikan dengan banyak pembangunan yang dilaksanakan. Hal
tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat,
sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik. Semakin tinggi
belanja modal suatu daerah maka semakin meningkat pula tingkat
efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dimana
tingginya belanja modal (input) diimbangi dengan masa manfaat
jangka panjang (output) yang dimiliki. Dengan menggunakan rasio
belanja modal diharapkan mampu menggambarkan dan memberikan
informasi mengenai tingkat pengalokasian belanja modal yang di
keluarkan pemerintah daerah serta pengaruhnya terhadap kinerja

keuangan Pemerintah Daerah.

Sukma & Panji, (2018) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh
negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan

Thalib dan Ekaningtias (2019) menemukan bahwa belanja modal tidak
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berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Berdasarkan uraian

mengenai belanja modal, maka hipotesis yang diajukan penulis yaitu :

H3 : Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Efisiensi

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Semakin efisien)



I11.  METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.
Dengan menggunakan sumber data sekunder berupa Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Data sekunder merupakan data yang di
peroleh secara tidak langsung melaikan melalui perantara. Sumber data
lainnya di peroleh dengan mengkaji dan memahami buku, jurnal penelitian

dan skripsi terdahulu yang bahasannya berkaitan dengan penelitian.

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh pemerintah
kabupaten/kota di Indonesia. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu teknik probability sampling dimana setiap anggota populasi memiliki
peluang yang sama untuk menjadi sampel. Ada beberapa metode dalam
teknik probability sampling dan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode multistage sampling. Multistage sampling merupakan proses
pengambilan sampel dengan menggunakan dua tahap. Tahap pertama yaitu
cluster samping, populasi dibagi kedalam kelompok kewilayahan untuk
dipilih perwakilan dari setiap kelompok wilayah/cluster. Dalam penelitian

ini yang dimaksut kedalam kelompok wilayah/cluster yaitu perprovinsi.
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Tahap kedua yaitu simple random sampling. Masing-masing cluster di

ambil 5 sampel kabupaten/kota (5 x 33= 165 sampel) secara acak.

. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder.
Dimana data tersebut merupakan data arsip dan buku-buku yang
berhubungan dengan sektor publik, dana perimbangan, belanja daerah, dan

kinerja keuangan daerah.

. Definisi dan Operasionalisasi Variabel
Definisi dan operasionalisasi variabel merupakan sarana untuk
menjelaskan informasi yang berkaitan dengan variabel yang digunakan
dalam suatu penelitian. Berikut ini merupakan definisi dan oprasionalisasi
variabel yang digunakan dalam penelitian antara lain :
1. Variabel Independen
Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang
mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Jika
terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir dengan setiap unit
kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan
dalam variabel terikat (Sekaran & Bougie, 2017). Dalam penelitian ini
menggunakan variabel independen yaitu Dana Perimbangan, Belanja
Operasi, dan Belanja Modal.
a.) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan merupakan pendanaan pemerintah daerah yang

bersumber dari Pendapatan yang di transfer oleh Pemerintah Pusat
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yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana
perimbangan ditujukan sebagai kesetaraan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rumus yang dipakai

untuk mengukur Dana Perimbangan dalam penelitian ini adalah :

Dana Perimbangan = Ln(Dana Perimbangan)

Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total
belanja operasi dengan total belanja daerah dengan tujuan untuk
memberikan informasi mengenai tingkat belanja daerah yang
dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi Yyaitu
komponen belanja daerah yang manfaatnya habis dalam satu
periode anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka
pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang
(Suhaedi, 2019). Pada umumnya proporsi belanja operasi lebih
mendominasi total belanja daerah vyaitu sekitar 60-90 persen
(Suhaedi, 2019). Dimana pemerintah daerah yang memiliki tingkat
pendapatan tinggi cenderung mempunyai porsi belanja operasi
yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang
mempunyai tingkat pendapatan rendah. Untuk menganalisis
belanja operasi biasanya digunakan rasio belanja operasi terhadap

total belanja seperti berikut ini (Sartika, 2019) :
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Rasio Belania Operasi — [eolisasi Belanja Operasi 1o,
asto belanja Uperast = —, -1 Belanja Daerah ’

c.) Belanja Modal
Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi
belanja modal dengan total belanja daerah dengan tujuan untuk
mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi
dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang
bersangkutan. Dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-
33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan,
belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai BAS,
belanja dikategorikan ke dalam belanja modal apabila pengeluaran
tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset
lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas,
pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset
tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah, serta
perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual (Apriana
& Suryanto, 2010). Pemerintah daerah yang memiliki tingkap
pendapatan rendah akan memiliki proporsi belanja modal yang
lebih tinggi. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah dengan
pendapatan rendah akan lebih giat melakukan belanja modal
sebagai investasi jangka panjang. Dalam menganalisis belanja
modal, dapat digunakan rasio belanja modal seperti berikut ini

(Sartika, 2019) :
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Rasio Belania Modal _Realisasi Belanja Modal X 100%
asto Betanja Moaat = r tal Belanja Daerah °

2. Variabel Dependen
Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi
perhatian untuk peneliti. Dengan tujuan memahami dan
mendeskripsikan variabel terikat atau menjelaskan variabilitasnya atau
memprediksinya (Sekaran & Bougie, 2017). Dalam penelitian ini
menggunakan variabel dependen yaitu Efisiensi Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah. Efisiensi dapat digunakan untuk menilai apakah
otoritas publik mengelola sumber daya yang tersedia dengan benar
untuk menyediakan layanan dan fasilitas publik dengan sebaik
mungkin (Narbdn-perpifia et al., 2020). Efisiensi merupakan konsep
yang berkaitan dengan produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan
dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan
dengan input yang digunakan (Indayani et al., 2018). Suatu kegiatan
dikatakan telah dilaksanakan secara efisien apabila pelaksanaan
pekerjaan telah mencapai keluaran dengan biaya (masukan) yang
paling rendah atau dengan biaya yang seminim mungkin diperoleh
hasil yang diinginkan (Gamayuni, 2019). Dalam mengukur efisiensi
kinerja keuangan pemerintah dapat menggunakan rumus yang

diperoleh dari penelitian (Kusuma & Handayani, 2017) :

Realisasi Pengeluaran

Efisiensi = x 100%

Realisasi Penerimaan
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E. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis
regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan analisis
yang digunakan untuk mendapatkan koefisiensi regresi dalam menentukan
hipotesis yang dibuat diterima atau ditolak. Persamaan model regresi linier

berganda yaitu :

Y:a + b1X1 +b2X2 +b3X3 + €

Keterangan :

Y = Efisiensi Kinerja Keuangan

a = Harga Konstan

b, = Koefisiensi Regresi Variabel X;
b, = Koefisiensi Regresi Variabel X,
b; = Koefisiensi Regresi Variabel X
X, = Dana Perimbangan

X, = Belanja Operasi

X; = Belanja Modal

€ = Standar error

Data yang digunakan dalam penelitian ini di uji menggunakan alat uji
sebagai berikut :
1. Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan pengujian yang dilakukan berdasarkan
sampel. Dimana uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan

penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Penjelasan
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tersebut dideskripsikan berdasarkan analisis data. Dalam penelitian ini,
hasil dari uji statistik deskriptif akan memberikan informasi mengenai
nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata serta standar deviasi dari

masing-masing variabel dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji asusmsi Kklasik digunakan sebagai alat pendeteksi ada atau

tidaknya penyimpangan mengenai asumsi klasik berdasarkan

persamaan regresi linier berganda yang digunakan. Uji asusmsi klasik

terdiri dari beberapa uji diantaranya :

a.) Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan sebagai penguji apakah nilai residual
yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.
Menurut (Priyastama, 2017) model regresi yang baik adalah model
regresi yang memiliki nilai residual terdistribusi secara normal.

b.) Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas merupakan uji yang digunakan untuk
menemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati
sempurna antar variabel independen pada model regresi. Uji
multikolonieritas juga digunakan untuk menghindari kebiasaan
dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji
parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen. Menurut (Sujarweni & Utami Retnani, 2019) jika VIF
yang dihasilkan diantara 1-10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Menurut (Priyastama, 2017) model regresi yang baik seharusnya
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tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau
mendekati).

c.) Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi merupakan uji dimana terdapat korelasi antara
residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya
(t-1). Uji autokorelasi dapat di deteksi dengan menggunakan nilai
Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson di antara -2 sampai 2
maka tidak terjadi autokorelasi (Sujarweni & Utami Retnani,
2019). Menurut (Priyastama, 2017) model regresi yang baik adalah
yang tidak memiliki autokorelasi.

d.) Uji Heteroskedatisitas
Uji heteroskedatisitas merupakan uji dimana dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variansi dari residual dalam satu pengamatan
ke pengamatan yang lainnya. Menurut (Priyastama, 2017) model

regresi yang baik adalah tak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menghitung seberapa besar variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini
dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel
dengan drajat kebebasan pembilang menggunakan K-1 atau jumlah
variabel dikurangi 1 (Setiawan, 2015). Penentu Hipotesis diterima atau
di tolak adalah sebagai berikut :

a.) Jika koefisien F hitung signifikan pada taraf lebih besar dari 5%

maka Ho diterima.
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b.) Jika koefisien F hitung signifikan pada taraf lebih kecil atau sama

dengan 5% maka Ho ditolak.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi
telah signifikan untuk digunakan mengukur pengaruh secara parsial
variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini
menggunakan perbandingan antara t hitung dengan t tabel pada tingkat
kepercayaan 95%. Apabila probabilitas < 0,05 maka H, ditolak dan H,,

diterima. Jika probabilitas > 0,05 maka H,, diterima dan H, ditolak.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil statistik deskripstif dengan jumlah sampel sebanyak 165

menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi kinerja kinerja keuangan dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di

Indonesia tahun 2019 yaitu sebesar 94,44%. Selain itu dalam penelitian ini

juga ditemukan bahwa :

1. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja
keuangan pemerintah daerah.

2. Belanja operasi tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan
pemerintah daerah.

3. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja keuangan

pemerintah daerah.

B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga untuk penelitian-
penelitian selanjutnya perlu memperbaiki dan mengembangkannya
kembali. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain :
1. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan 165 kabupaten/kota
di Indonesia yang di pilih secara acak. Serta hanya menggunakan data

LKPD untuk periode satu tahun.
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2. Penelitian ini hanya menggunakan sebagian komponen Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) vyaitu dana perimbangan, belanja operasi

dan belanja modal.

C. Saran

Ada beberapa saran yang diberikan peneliti kepada peneliti selanjutnya

yaitu :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengunakan data LKPD untuk
beberapa tahun sehingga hasil yang di perolen dapat menjelaskan
keefisiensian kinerja keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel sehingga
dapat menjelaskan dan memperkuat efisiensi kinerja keuangan

pemerintah daerah.
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